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Abstract 

This research discusses budgeting based on Islamic values in order to strengthen global economic resilience 

through a literature review divided into three main focuses. First, it discusses the principles of budgeting 

according to Islamic values that emphasise justice, balance, and the teachings of amar makruf nahi munkar, 

as well as the optimal utilisation of resources such as zakat, infaq, and sadaqah for the welfare of society as 

a whole. These values are different from conventional budgeting systems as they are orientated towards 

social welfare and the avoidance of hardship. Second, it outlines the contribution of Islamic budgeting in 

strengthening global economic resilience through support for micro, small and medium enterprises 

(MSMEs), financial inclusion, and economic recovery with Islamic financial instruments such as zakat and 

waqf, which help maintain economic stability and sustainability amid global challenges. Third, it examines 

the implementation and obstacles of Islamic value-based budgeting in various countries, including 

challenges in integrating Islamic fiscal policies in modern financial systems, transparency, and the 

application of Islamic values in the management of public finances and human resources. The results show 

that budgeting based on Islamic values can be a strategic solution to strengthen global economic resilience 

by emphasising social justice, equitable distribution of wealth, and the social responsibility of the state. 

Keywords: Islamic budgeting, global economic resilience, Islamic finance, equity principles, financial inclusion. 

 

Abstrak 

Penelitian ini membahas penganggaran yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dalam rangka memperkuat 

ketahanan ekonomi global melalui tinjauan literatur yang dibagi ke dalam tiga fokus utama. Pertama, 

membahas prinsip-prinsip penganggaran menurut nilai Islam yang menitikberatkan pada keadilan, 

keseimbangan, serta ajaran amar makruf nahi munkar, sekaligus pemanfaatan optimal sumber daya 

seperti zakat, infaq, dan sadaqah demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nilai-nilai ini 

berbeda dengan sistem penganggaran konvensional karena berorientasi pada kesejahteraan sosial dan 

penghindaran kesulitan. Kedua, menguraikan kontribusi penganggaran syariah dalam memperkuat 

ketahanan ekonomi global melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 

inklusi keuangan, serta pemulihan ekonomi dengan instrumen keuangan Islam seperti zakat dan wakaf, 

yang membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi di tengah tantangan global. Ketiga, 

menelaah penerapan dan hambatan penganggaran berbasis nilai Islam di berbagai negara, termasuk 

tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan fiskal Islam dalam sistem keuangan modern, transparansi, 

serta penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan publik dan sumber daya manusia. Hasil 

kajian menunjukkan bahwa penganggaran berdasarkan nilai Islam dapat menjadi solusi strategis untuk 

memperkokoh ketahanan ekonomi global dengan menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang 

adil, dan tanggung jawab sosial negara. 

Kata Kunci: Penganggaran Syariah, Ketahanan Ekonomi Global, Keuangan Islam, Prinsip Keadilan, 

Inklusi Keuangan. 
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PENDAHULUAN  

Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan anggaran sebagai salah satu elemen kunci, 

baik itu pada level pemerintah, organisasi, atau individu. Dalam pandangan Islam, anggaran 

bukan hanya tentang angka dan perencanaan finansial, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai 

spiritual dan moral dari ajaran Al-Qur’an serta Sunnah. Anggaran yang mengikuti nilai-nilai 

Islam mengutamakan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat, sehingga setiap tindakan 

dalam membuat dan melaksanakan anggaran harus mencerminkan tanggung jawab sosial, 

keadilan, transparansi, dan keberkahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi dasar etis yang membimbing pengelolaan 

keuangan agar memberi manfaat maksimal untuk masyarakat, dengan tetap menghormati nilai-

nilai ketuhanan. Dengan cara ini, anggaran yang mengarah pada nilai Islam dapat menciptakan 

sebuah sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya 

mendukung tercapainya kesejahteraan umat secara keseluruhan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan diawali dengan pemahaman mendalam 

mengenai tantangan dan peluang yang ada di sektor keuangan syariah Indonesia. Tantangan ini 

meliputi isu-isu seperti literasi keuangan syariah yang masih rendah, kurangnya diversifikasi 

produk, dan daya saing global. Di sisi lain, peluang besar terletak pada potensi pasar domestik 

yang besar, dukungan regulasi yang semakin kuat, dan perkembangan teknologi finansial 

(fintech) syariah.  

Setelah mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi, penelitian ini akan 

merumuskan strategi pengembangan yang konkret dan aplikatif untuk memajukan sektor 

keuangan syariah. Strategi ini berpusat pada empat pilar utama. Pertama, Peningkatan Literasi 

dan Inklusi Keuangan Syariah akan diupayakan melalui edukasi yang masif dan pengembangan 

produk yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, Pengembangan Produk 

dan Layanan Inovatif akan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi keuangan syariah 

yang relevan dengan kebutuhan pasar modern, termasuk di sektor UMKM dan ekonomi hijau. 

Ketiga, Penguatan Tata Kelola dan Regulasi menjadi krusial untuk memastikan kerangka kerja 

yang solid dan mendukung pertumbuhan sektor syariah yang sehat serta berkelanjutan. 

Terakhir, Kolaborasi Antar-Lembaga akan didorong untuk membangun sinergi antara lembaga 

keuangan syariah, pemerintah, akademisi, dan masyarakat demi mencapai tujuan bersama. 

Kajian ini akan didukung oleh berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di Indonesia maupun secara global.  

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka (library research). Studi pustaka 

merupakan penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku, e-book, 

artikel dan jurnal ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan menganalisa 

objek kajian. Hasil dari penelitian studi pustaka ini berupa data-data yang relevan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Prinsip- Prinsip Penganggaran Berbasis Nilai Islam 

1.1 Prinsip Tauhid (Ketuhanan) 

Konsep tauhid menegaskan bahwa setiap aktivitas dalam pengelolaan keuangan, 

termasuk proses penganggaran, diperuntukkan sebagai salah satu bentuk ibadah dan ketaatan 

terhadap Allah SWT. Dengan memahami prinsip ini, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai 

dokumen administratif, melainkan juga sebagai amanah yang perlu dilaksanakan dengan 

kesadaran moral dan spiritual. Pelaksanaan anggaran seharusnya mencerminkan komitmen 

dan rasa tanggung jawab kepada Sang Pencipta, sehingga seluruh keputusan serta tindakan 

dalam pengelolaan dana harus berlandaskan pada norma dan aturan yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan Sunnah. Hal ini menuntut adanya transparansi, kedisiplinan, serta akuntabilitas 

yang tinggi agar penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan 

prinsip syariah dapat dihindari. 

1.2 Prinsip Keadilan (Equilibrium/Keseimbangan) 

Prinsip keadilan mengharuskan pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan 

keseimbangan serta distribusi sumber daya yang merata. Dalam perspektif Islam, keadilan 

berfungsi sebagai dasar sosial yang mencegah munculnya ketidakadilan dan penindasan. 

Alokasi anggaran perlu dilakukan secara setara untuk memenuhi kebutuhan semua segmen 

masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang beruntung dan rentan. Aspek ini juga 

mencakup penggunaan dana yang efisien untuk menghindari pemborosan, serta memastikan 

bahwa manfaat dari anggaran dapat dinikmati oleh semua. Dengan demikian, proses 

penganggaran berkontribusi pada terbentuknya tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan 

sesuai dengan ajaran Al-Qur’an (QS. Al An’am: 152, QS. Al-Maidah: 8). 

1.3 Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar ( Mendorong Kebaikan dan Mencegah 

Kemungkaran) 

Prinsip ini menjadikan anggaran sebagai alat untuk membimbing perilaku serta 

aktivitas sejalan dengan ajaran Islam. Anggaran seharusnya berfungsi sebagai panduan yang 

mendorong pelaksanaan program-program yang bermanfaat (amar ma’ruf) dan 

menghindarkan praktik-praktik yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah (nahi munkar). Dalam praktiknya, prinsip ini memerlukan adanya sistem pengawasan 

yang ketat, penjatuhan sanksi bagi yang melanggar, serta penghargaan untuk mereka yang taat 

dan berprestasi. Oleh karena itu, anggaran tidak hanya berperan sebagai instrumen 

pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai alat moral dan sosial untuk memelihara integritas 

dan keberkahan dalam penggunaan dana publik. 

1.4 Prinsip tanggung Jawab dan Keterbukaan 

Tanggung jawab dan keterbukaan adalah dua prinsip kunci dalam penganggaran yang 

sesuai dengan syariat Islam. Prinsip ini memastikan bahwa semua langkah dalam pengelolaan 

anggaran dapat dipertanggungjawabkan dari segi moral, sosial, dan hukum. Keterbukaan 

artinya memberikan informasi yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan laporan 
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anggaran kepada publik, sehingga bisa memudahkan pengawasan dan mencegah adanya 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tanggung jawab mengharuskan pengelola anggaran untuk 

bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang mereka lakukan, serta menjamin bahwa 

dana digunakan untuk tujuan yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip ini 

menekankan pentingnya kejujuran sebagai tanggung jawab utama dalam pengelolaan 

keuangan publik. 

2. Peran Penganggaran Syariah dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Global 

2.1 Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan 

Kapasitas penganggaran Islam untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan adalah 

salah satu manfaat utamanya. Mekanisme ini dapat mengurangi risiko sistemik, yang sering 

menyebabkan krisis internasional, dengan menghindari spekulasi dan memastikan bahwa semua 

pendanaan terikat pada aset nyata. Perusahaan keuangan Islam telah menunjukkan ketahanan 

yang lebih besar selama krisis keuangan global. Karena mereka tidak terpapar produk derivatif 

berisiko tinggi, organisasi keuangan Islam seringkali lebih tahan, seperti yang ditunjukkan oleh 

krisis keuangan 2008. Sukuk (obligasi Islam) adalah contoh instrumen yang mengaitkan nilainya 

dengan aset fisik, sehingga mengurangi volatilitas di pasar global. 

2.2 Mendukung UMKM dan Inklusi Keuangan 

Selain mendorong pengembangan UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan, 

penganggaran Islam juga penting. UMKM dapat mengakses pendanaan yang adil dan sesuai 

syariah melalui perjanjian seperti mudarabah dan musyarakah. Cakupan layanan keuangan 

semakin meluas ke daerah terpencil berkat kemajuan teknologi digital dalam keuangan Islam, 

yang meningkatkan ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput. 

2.3 Instrumen Sosial Sebagai Jaring Pengaman Ekonomi 

Alat keuangan dalam anggaran syariah, seperti zakat dan wakaf, menawarkan jaring 

pengaman ekonomi bagi kelompok yang berisiko. Uang yang dikumpulkan melalui perangkat 

ini dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, mempertahankan daya beli pada saat 

darurat, dan memenuhi kebutuhan dasar populasi. Oleh karena itu, anggaran syariah 

menekankan keadilan dan keselamatan sosial serta pengembangan ekonomi. 

2.4 Mendorong Ekonomi Berkelanjutan 

Melalui pendanaan di industri ramah lingkungan, anggaran Syariah juga mendorong 

pembentukan ekonomi yang berkelanjutan. Agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat 

global telah didukung oleh penggunaan instrumen keuangan seperti green sukuk untuk 

membiayai energi terbarukan dan inisiatif infrastruktur hijau. 

 

3. Implementasi dan Tantangan Penganggaran Berbasis Nilai Islam di Berbagai Negara 

Penganggaran berlandaskan nilai-nilai Islam mulai diterapkan oleh sejumlah negara yang 

berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, dengan 

aktentuasi pada asas keadilan, keterbukaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di 

Indonesia, prinsip-prinsip Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran melalui 

pendekatan value-based budgeting yang berlandaskan maqashid al-shariah (tujuan-tujuan 
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syariah), yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan lainnya (Ahmad, 2019). 

Hal ini tercermin melalui optimalisasi pendapatan dari zakat, infaq, dan sadaqah sebagai 

sumber pendapatan daerah, serta penerapan prinsip tauhid dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran (Yusup, 2019). Di Malaysia, bentuk penerapan dilakukan melalui Islamic 

Public Finance Management (IPFM), yang menggabungakn prinsip akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran dengan nilai-nilai etika Islam. Sementara itu, Arab Saudi mengadopsi 

prinsip-prinsip Islam dalam pengeluaran publik dengan menekankan transparansi, efisiensi, 

dan distribusi keadilan melalui program Vision 2030 yang mengedepankan nilai-nilai Islam 

dalam reformasi ekonominya. 

Meskipun telah mengalami perkembangan, implementasi sistem penganggaran berbasis 

nilai Islam masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan signifikan. Tantangan utama 

terletak pada kurangnya pemahaman yang mendalam dari para pembuat kebijakan terhadap 

prinsip maqashid al-shariah dan keterbatasan dalam mentransformasikan prinsip-prinsip 

tersebut secara praktis ke dalam sistem penganggaran modern (Safrudin, 2024). Selain itu, 

belum adanya regulasi baku yang dapat dijadikan acuan lintas negara membuat pendekatan ini 

bersifat fragmentaris dan kontekstual dan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi 

prinsip syariah antarnegara. Tantangan lainnya adalah resistensi institusional dalam birokrasi 

konvensional yang belum sepenuhnya adaptif terhadap integrasi nilai-nilai etika Islam, serta 

keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah dan 

tata kelola anggaran negara. 

Sebagai solusi, diperlukan harmonisasi dan upaya standarisasi regulasi lintas negara 

melalui kolaborasi lembaga mengenai kerangka kerja penganggaran berbasis nilai Islam yang 

dapat diterapkan secara fleksibel di berbagai negara. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM 

melalui pendidikan khusus ekonomi syariah dan pelatihan teknis penganggaran berbasis nilai 

Islam menjadi hal krusial untuk memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai 

syariah. Pemerintah diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dan 

lembaga otoritas syariah guna menyusun kebijakan fiskal yang mencerminkan prinsip 

maqashid al-shariah. Selain itu, riset-riset lintas negara perlu dikembangkan dan ditingkatkan 

guna memperkaya dan menjadikan model penganggaran berbasis nilai Islam menjadi model 

yang komprehensif sehingga bersifat aplikatif dan kontributif terhadap ketahanan ekonomi 

global. Hal ini sejalan dengan fungsi anggaran sebagai instrumen untuk mendorong 

pertumbuhan, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan dalam mencapai tujuan 

bernegara (Jaelani, 2018). 

 

KESIMPULAN 

Untuk memfasilitasi Visi Emas Indonesia 2045, lembaga keuangan dan organisasi syariah 

harus didirikan. Strategi kunci mencakup peningkatan regulasi, promosi literasi dan inklusi 

dalam keuangan syariah, pengembangan produk berbasis teknologi mutakhir, dan penguatan 

kerja sama antara para pemangku kepentingan. Memanfaatkan bantuan regulasi, potensi pasar 

domestik, dan inovasi teknologi akan membantu mengatasi masalah seperti rendahnya tingkat 

literasi, kurangnya keberagaman produk, dan persaingan dengan lembaga tradisional. Industri 
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keuangan syariah diperkirakan akan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, 

berkelanjutan, dan kompetitif secara global melalui pendekatan yang terintegrasi. 
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